
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 

 
NOMOR  032 TAHUN 2017 

 
TENTANG 

 

PENYERAHAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN TERHADAP RETRIBUSI PEMAKAIAN 
KEKAYAAN DAERAH UNTUK SEWA GEDUNG SULTAN SURIANSYAH  

DI BANJARMASIN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 

 
Menimbang:  a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Gedung 

Sultan Suriansyah di Banjarmasin dan capaian target 
realisasi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah; 

 b. bahwa dalam rangka upaya lebih meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat, khususnya pelayanan pemakaian gedung 

secara cepat, efektif, dan efisien; 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Penyerahan Kewenangan Pemungutan 

Terhadap Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Sewa 
Gedung Sultan Suriansyah di Banjarmasin; 

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang 
Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai 
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan 

sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1106); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5233); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 199); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia       
Tahun 2011 Nomor 310);   

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 

Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 
Tahun 2007 Nomor 13); 

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 

Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 49), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 

Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha 
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 

Nomor 9); 
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12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah 

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 

Nomor 100); 

13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092           

Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan 
Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita 

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur 

Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan 
Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur 

Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 

(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 
Nomor 95); 

14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072      
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, 
Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan 

Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 
2016 Nomor 72); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYERAHAN KEWENANGAN 

PEMUNGUTAN TERHADAP RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN 
DAERAH UNTUK SEWA GEDUNG SULTAN SURIANSYAH             
DI BANJARMASIN. 

 

Pasal 1 

Dengan Peraturan Gubernur ini kewenangan pemungutan terhadap retribusi 
pemakaian kekayaan daerah untuk retribusi Gedung Sultan Suriansyah                     
di Banjarmasin dari Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 

diserahkan kepada UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan. 

 

Pasal 2 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka seluruh kegiatan 
pemeliharaan Gedung Sultan Suriansyah di Banjarmasin yang dilaksanakan oleh 

Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dinyatakan tetap 
berlaku sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2017. 
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Pasal 3 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan 
Selatan. 

 

Ditetapkan di  Banjarmasin 
pada tanggal  13 April 2017 

 

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 
 
 

ttd 
 

H. SAHBIRIN NOOR 
                                       
 

Diundangkan di  Banjarbaru 
pada tanggal  13 April  2017 
 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
KALIMANTAN SELATAN, 

 
ttd 

 

H. ABDUL HARIS 
 

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
TAHUN 2017 NOMOR 32 

 


